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Salah satu elemen penting untuk menghasilkan produk hukum yang baik tentu harus 

melibatkan partisipasi atau peran serta masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta 

masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang adalah untuk menghasilkan 

masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang 

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan sesuai 

dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 C ayat (2) 

UUD 1945. Dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak kebijakan, para 

pembuat keputusan dapat memahami kebutuhan dan pandangan masyarakat untuk 

kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep yang akhirnya dihasilkan. Proses 

partisipatif ini harus dilakukan karena masyarakat adalah pihak yang paling 

mengetahui tentang dirinya sendiri dan masalah yang dihadapinya. Namun tidak 

dapat dimungkiri dalam praktiknya proses pembentukan undang-undang sering kali 

tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Hal 

tersebut ditandai dengan terdapatnya pengajuan permohonan pengujian formil 

undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai respon terhadap terjadinya 

kecacatan dalam proses pembentukan undang-undang. Beberapa tahun silam 

tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa pihak sebagai bentuk adanya kecacatan 

proses berupa minimnya partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Akibat dari hal itu keluarlah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan 

permohonan uji formil UU Cipta Kerja dikabulkan sebagian serta menyatakan UU 

Cipta Kerja inkonsitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut mahkamah 

mempertimbangkan bahwa demi memastikan pemenuhan hak partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan undang-undang, maka seyogyanya partisipasi 

tersebut harus dilakukan secara bermakna (meaningful participation). Namun, 

secara normatif UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya 

terkait pembentukan peraturan perundang-undangan belum menyediakan ketentuan 

yang secara jelas mengatur partisipasi masyarakat yang bermakna. Kondisi ini 

mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena tidak ada parameter yang pasti untuk 

menilai dan memastikan bahwa produk peraturan perundang-undangan yang 

terbentuk melibatkan partisipasi yang bermakna. Dalam konteks ini, penting untuk 

memahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan 

partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang transparan dan 

memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam 

perumusan kebijakan. 

 

Tujuan dari penilitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan partisipasi 

masyarakat dalam mekanisme pembuatan undang-undang di parlemen dan 



 

 
 

x 

pembuatan perda di daerah. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif, 

yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan 

menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, 

literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan 

Pengaturan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembuatan Undang-Undang. 

 

Hasil Penelitian ini diketahui bahwa: 

1. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya 

melibatkan Presiden dan DPR, tetapi juga seharusnya melibatkan partisipasi 

dari masyarakat. Melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang 

didalam dasar pertimbangannya menghendaki pembentukan peraturan 

perundang-undangan mengadopsi prinsip partisipasi masyarakat secara 

bermakna (meaningful participation). Mahkamah konstitusi memberikan 3 

(tiga) syarat yaitu: hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak 

masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk 

mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah 

diberikan. Dari ketiga syarat tersebut, hanya satu syarat yang terpenuhi 

yakni hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya. Sedangkan, kedua 

syarat lainnya yakni hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, 

dan hak masyarakat untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap 

pendapat yang telah diberikan belum terpenuhi. 

 

2. Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda  

telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang mana 

masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis 

dalam pembentukan Perda. Akan tetapi UU No. 13 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan tidak merubah secara khusus ketentuan 

bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mengadopsi prinsip 

partisipasi masyarakat secara bermakna. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan 

partisipasi masyarakat dalam mekanisme pembentukan undang-undang di 

parlemen dan pembuatan perda di daerah. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe kekaburan hukum 

yakni penelitian yang menitikberatkan pada pengaturan peran serta masyarakat 

dalam proses pembentukan undang-undang dengan sifat penelitian hukum 

preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi 

kepustakaan. Metode ini digunakan dengan maksud untuk memberikan gambaran 

secara objektif dalam rangka melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang 

ada. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Putusan MK No. 91/PUU-

XVIII/2020 yang didalam dasar pertimbangannya menghendaki pembentukan 

peraturan perundang-undangan mengadopsi prinsip partisipasi masyarakat secara 

bermakna (meaningful participation). Mahkamah konstitusi memberikan 3 (tiga) 

syarat yaitu: hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat 

untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan 

tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan. Dari ketiga 

syarat tersebut, hanya satu syarat yang terpenuhi yakni hak masyarakat untuk 

didengarkan pendapatnya. Sedangkan, kedua syarat lainnya yakni hak masyarakat 

untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan 

tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan belum terpenuhi. 

Kedua, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda  

telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang mana masyarakat 

berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan 

Perda. Akan tetapi UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak 

merubah secara khusus ketentuan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah 

mengadopsi prinsip partisipasi masyarakat secara bermakna. 
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